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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerapan 

akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua belum berjalan dengan baik 

dikarenakan pada saat pengakuan konstruksi dalam pengerjaan masih 

terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai dan dimanfaatkan 

senilai Rp 1,635,121,100 namun belum jelas status penyelesaiannya. 

Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAP Nomor 08. 

2. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua telah sesuai dengan PSAP 

Nomor 08. 

3. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua belum lengkap. Dalam hal ini 

pengungkapan informasi KDP yang telah selesai dan dimanfaatkan belum 

diakui sebagai aset tetap. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi temuan penelitian adalah sumber daya 

manusia yang kurang kompeten, dasar hukum yang belum dipatuhi dan 
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diterapkan dengan baik oleh pengurus barang serta dokumen pendukung 

yang belum lengkap. 

 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua 

antara lain sebagai berikut : 

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) untuk 

menetapkan kebijakan terkait status penyelesaian aset tetap konstruksi 

dalam pengerjaan yang telah selesai dan dimanfaatkan dan selanjutnya 

dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Sabu Raijua selaku pengguna barang.  

2. Dalam hal pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua harus 

mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara 

lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan 

keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi 

keuangan. 

3. Menambah pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia keuangan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua 

dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat), dan kursus yang diselengarakan agar dapat memahami dengan 

benar perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran dan 
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pengungkapan yang diperlukan setiap akun serta meningkatkan koordinasi 

pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara 

proaktif dan intensif. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tempat penelitian tidak hanya 

terfokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah seperti dalam penelitian 

ini yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Sabu Raijua. Namun, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah agar dapat 

menggambarkan secara umum dan luas mengenai perlakuan akuntansi 

konstruksi dalam pengerjaan.  
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